
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 03 /PP.05.3 - Kptl76O6/Kw-Kab/tl2O2O

TENTANC

PETUNJU K TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH ,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2Ol5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan
dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat :

a bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurlf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah
Tahun 2O2O;

I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 Tentang
Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2(X)8 Nomor 2, Tambahan lrmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor a80l) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 1

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 20O8 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 8, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5189);
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2 Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah PenggEnti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Al4 tentang Femilihan
Gubemur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (I.€mbaran Negara Republik Indonegia Tahun
2Ol5 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik
Indoneeia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa l<ali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor l3O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Memperhatikan:
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Feraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 13 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Keqia Komisi Peoilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsil Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
kmilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja knitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Fenyeleaggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupa.ti dan wakil Bupa.ti dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota ftcmbaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor 1498);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun
2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengian Peraturan Komisi Femilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 15 Tahun
2Ol7 tentang Tahapa.n, Program dan Jadwal
Penyelerrggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupa.ti dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (I-mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l5l 1);
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor
12 / PP.O4.2-SD I Ol I KPIJ / I I 2O2O perihal Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Femilihan
Serentak Tahun 202O.
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Femilihan Umum
kabupaten Mamuju Tengah Nomor: O7IPP.05.3-
B A / 7 O7 6 | Kpu-l<ab / ll / 2O20. tansgal I O Januari 2O2O



Memutuskan

KESATU

KEDUA

KETIGA

dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPA MAMUJU TENGAH
Kepala S gran kum

kmilihan Kecamatan dan Panitia Femungutan Suara
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupa.ti Mamuju
Tengah Tahun 2O2O.

MEMUTUSKAN

Keputusan Komisi Pemifihan Umum Kabupa.ten
Mamuju Tengah tentang petunjuk telmis pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan
Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Mamuju Tengah tahun 202O.

Menetapkan Petunjuk Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Femungutan
Suara Pada Pemilihan Bupa.ti Dan Wakil Bupati
Mamuju Tengah Tahun 2O20 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini-
Biaya yang bcrkenaan dengan pembuatan Keputusan
ini dibebankan kepa.da Anggaran Hibah Femilihan
Femilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah
Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Topoyo
: loJanuari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

trd

XASRUL

U



A

IAUPIRAN I
Icputusen Komisi Femilihan Umum I(abupa.ten
Mamuju Tengah
Nomor : OOr/ 03 /PL.O3 - KptlT6o6lKHr-
xablU2o2o.
Tanggpt lO Januari 2020
Tcntang
F?tutrjuk Teknis Pembcntukan Panitia Pemilihan
Kccamatan Dan Panitie Pemungutan Suara Fada
Femifihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju
Tengah Tehun 2O2O

PETU NJ U K TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MAMUJU TENGAH TAHUN 2O2O

BAB I
PENDAHULUAN

PENJEI.ASAN UMUM

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Tengah yang selanjutnya

disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Kabupaten Mamuju Tengah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupa.ti

Kabupa.ten Mamuju Tengah Langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapa.t

terwrrjud apabil,a dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang

mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan

Kelompok Fenyelenggara Femungutan Suara (KPPSI merupakan

penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam

mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupa.ti dan Wakil Bupati

Mamuju Tengah yang berkualitas.

Untuk mernenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan

PPK dan PPS secara transparan, obyektifdanakuntabel.

KPU telah menJrusun Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 12 Tahun

2017 Tentang Peraturan Komisi kmilihan Umum Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Thta Ke{a Komisi Pemilihan Umum Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen Femilihan lhbupa.ten/Kota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia Pemifihan Kecamatan, Panitia

Femungutan Suara, dan Kelompok Penyelsrggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Femilihan Gubernur dan Wrkil Gubernur, Bupati

dan wakil Bupa.ti dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Untuk
memberikan @oman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Mamuju Tengah tentang

Petunjuk Telmis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penl'elenggara Pemungutan Suara

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2O20.

B. TUJUAN

Tujuan pen).usunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan

bagi KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan kegiatan

Pembentukan PPK, PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju

Tengah Tahun 2020.

C, RUANGLINGKUP

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci tentang proses

Pembentukan PPK, PPS pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mamuju Tengah Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

l. Tahapan Time Line

2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS)



BAB II

TAHAPAN TIME LINE

TIIEM PTEltIllSLAll tpx PEIIIII|AT OUIET.IUR DAr galgl, cUBEtrUB,
BI'?I.TI DAII YAXIL 

'T'?A'I 
DAT/ TIU gAt.I EO6A DAI WAIqL I,ILI KCTA

TAIIIIII 2I'IO

F."Fqj.carl

2t27 Jdrr.r{
NX

PEHOUMUMAN IIASIL
SELEKSI TERTU'US

ffiffiuri
xtD

?AI(X}APAI{ I'AS| ARA(A?
?AH,T,P I

3l Jmurd - 8
Pcbrurri 2OrX)9

l5 2l lfbruar! 2r,r2{,

2,-E Fabs1r,ri 2g2O

26-26 FcEuari :.rDO

29 Febrrrr! i 2O2O

I lrd€t 2(rIO . 30 NoEb.r 2o2o9 Btrl&

TAl(O{}AI,

,lo XDOIATAX I}URA.St

I :5-!7 J.[u.iixn
2

I"NERT}I,AAJT
PEIDAFTARAN DI I(PU
x B'\TPATEN/ l(rrA

3 HARI

7 HARI

lE\C'JliluVAN --f l&}{&auri
UN

PERPAI.i.'I"YOAN
FEI{)At.TAl<A^- 3 }L{R:

3 ltARi

I

PEI{ELI:IAN
ADI'LYISTRASI

,l-, JEr.rrrt i

NBi
2a-3O J.!trrrt

zVA

2 llAlt:
FET{GU}TT'XAI{ HASIL
TETEUTIAII
AD}III{ISTRAI'I

I lltRl 2 F.bruer 2O2O30 Jcnurti 2@O

3l J.nusri- I
P.trlrrri 2O2O

2&29&!u-i
?'2()

6 SET.EXSI TERTUUS
FEMEiII(SIAAIi IIASIL
SELEXSI IER?UUS 3 rllRt

gl-2 Pcbrulri
UN

3-5 Fcbu-i
xxa

3 HARI 3-5 lcbuEl 2O2Oa

|9 brf. y.rGr CGi
Fltzu ullrS!
h..it*l.d
..:tErtfu.rrGl

..EDd ELa.i
POa!.EuE!rh.d -.lcldEtu8d

2t Jenrtari-5
Fcbrqari 2e2O

1

I

8-fO Frbru.datn 9.1t Adrueri
\txto wAwAl{ctR{ 3 HARI

15 2l Fcbrurrt 2O2O
FEIICUUUXAN IIA,SIL
SEIItrS WAWAIICARA
llc BESAR]

TANGOAPAI{ I.A!'TARATAt
TNIAP I

7 It {Rt:l

7 IIARI

r--
I

\TA"RIi'INASI TANCGAPA.{
UASYARAKAT TA}IAP U

.I IjA.RI:3

PENGUI'U"A'I PiSCA
HAS:I- XI^RI.TT(AsI
TAIGOATTL{ LASf .RA<,/|T
TAHAP U

3 Hr'RI

PEIIXTII(/rX PPXl5

l6 I&\SA KEA..,A PP'(
PEt{ru}t^li 2020



BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA PEMIUHAN KECAMATAN {PPK}

DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS}

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK dan
PPS:

l. Syarat Pendaftaran

PERSYARATAN KELENGKAPAN
DOKUMEN

I warga negara Indonesia;

Fotokopi lGrtu Tanda
Penduduk Elektronik
atau Surat keterangan
(SUKET) yang di
terbitlan oleh pihak
yang berwenang.

berusia paling rendah 17

(tujuh belas) tahun;

Fotokopi Kartu Tanda 
]Penduduk Elektronik

atau Surat keterangan
(SUKET) yans di
terbitl<an oleh pihak
yang berwenang.

2

urat pemyataan :

a. sctia kepada Pancasila
sebagai dasar
Negara,UndangUndang
Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tu
Ika, dan cita-cita
Pr,oktamasi l TAgustus
1945;

b. mempunyaiintegritas,
pribadi yang kuat,jujur dan
adil; mempunyai integritas,
pribadi yang kuat, jujur dan
adil;

c. tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan
putusan pen gedilan yan g
telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena
mel,akukan tindakpidana
yang diancam dengan
pidana penjara 5 [ima)

Surat pemyatan di
I lembar dan di
tangan diatas ma
6000

3



4

5

tahun atau lebih;
d tidak pernah dijatuhi sanksi

perrberhentian tetap oleh
KPU / KIP lGbupaten / Kota
atau Dewan Kehormatart
Penyelenggara Pemilu;

e. belum pernah menjabat 2
(dua) kali dalam jabatan
yang sama sebagai anggota
PPK dan PPS;

f. tidakberadadalam ikatan
perkawinan dengan sesarna
penyelenggara Pemilu;

g. tidak pemah menjadi tim
kampanye salFh satu
pasangan calon dalam
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan Wdi Kota
dan Walil Wali Kote.

h. Tidak pema menjadi
anggota partai politik yang
dinyatakan dengan surat
pernyataan yanS sah atau
paling singkat 5 tahun
lagi menjadi anggota partai
politik yang dibuktikan
dengan Bunat keterangan
pengurus partai politik yang
bersangkutan

mampu secara jasrnani dan
rohani serta bebas dari
penydahgunaan narkotika;

Dibuktikan dengan su

instansi/unit fasili
kesehatan
dirckomendasi
Dinas
kabupaten
Tengah

Kese

van
ole

ole

Mamuj

keterangan
dikeluarkan

mampu secara jasmani dan
rohani

Surat keterangan
berbadan sehat daxi
lembaga yang
direkomerrdasi dari
dinas kesehatan
Kabupaten Mamuju
Tengah



6

2, Dokumen pendaftaran:

Dokumen pendaftaran dibuat dalam bentuk rangkap

diserahkan kepa.da KPU Kabupaten Mamuju Tengah yaitu:

berpendidikan paling rendah
Sekolahlanjutan Tin gkat Atas
atau s€derajat;

Fotokopi ijazah sekolah
menengah
atas/sederajat atau
ijazah terakhir yang
dileFlisasi oleh pejabat
yang Berwenang.

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 2 (dua)

rangkap:

ll I (satul rangkap dokumerr asli; dan

21 1 (satu) rangkap dokumen salinan sebagai arsip PPK

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tigal rangkap:

l) 1 (satul rangkap dokumen asli; dan

2) 2 (dua) rangkap dokumel safinan sebapi arsip PPS

3. Ketentuan Khusus Fersyaratan Anggota PPK dan PPS :

a. Tidak pernah menjaht 2 kafi periode sebapi anggota PPK,

PPS dan KPPS dalam pel,aksanaan Femilihan Umum DPR,

DPD dan DPRD, Femilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota

socara berturut-turut pada jabatan yang sama

b. Penghitungan masa jabatan anggota Penitia Pemilihan

Kecamatan (PPK| dan anggota Panitia Pemungutan Suara

(PPS) I{elompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

adalah sebagBi berikut :

l) Paiode pertama dimulai pada tahun 2fiX hingga tahun
2008;

2) Periode kedua dimulai pa.da ahun 2O09 hingga tahun
2Ol3; dan

3) Periode ketiga dimulai pa.da tahun 2014 hinssa tahun
2018.



4) Periode keempat dimulai pa.da tahun 2019.

c. Apabila persyaratan 2 {dua} kali periode tidak dapat dipenuhi

KPU lGbupa.ten Mamuju Tengah dapat bekerja liarna dengan

lembaga pendidikan atau tenega pendidik untuk
mendapa.tkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi

persyaratan.

d. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dirnaksud

pada poin (h) bagi PPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh

orrang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

memhca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan

surat pemyataan.

e. Dalam hal pendaftar calon PPK terdapat kondisi :

l) Nama dan tempat tanggal lahir di ijazah berbeda dengan

nama dan tansgal lahir di KTP maka yang menjadi

pedoman adalah identitas yang tetera di Ijszah, pendaftar

calon PPK memasukkan surat pemyataan bahwa yang

bersangkutan adalah orang yang sama pa.da kedua

dokumen tersebut.

B. Pembentukan PPK dan PPS

l. SeleksiTerbuka

a. Pengumuman dan Fendaftaran

Dalam tahapan pcngumuman pcnda.ftaran, KPU

Ihbupa.ten Mamuju Tengah:

l). mengumumkan pendaftaran difakukan di tempat-

tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik

(i.aman (uxb) darr Media Sosial KPU Kabupaten

Mamuju Tengah) selama 3 {tiea) hari;

2). pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dapat

dilakukan secara terbuka;

a) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan

PPS selama 7 (tqjuh) hari;

b) apabila sampai dengan masa pendaftaran

berakhir tidak ada peerta yang mcndaftar atau

kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS



yang dibutuhkan, KPU lhbupaten Mamuju

Tengah membuka perpanjangan waktu

pendaftaran; selama 3 (tiga) hari.

c) apabila sampai dengan masa perpanjangan

pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang

mendaftar, KPU lGbupaten Mamuju Tengah

beke{a sama dengan lembaga pendidikan,

komunites peduli Pemilu dan demohasi

dan/atau tenaga pendidik untuk mendapa.tkan

anggota PPK dan PPS sesuai persyaratan yang

berlaku.

b. Penelitian administrasi

Ddam tahapan penelitian administrasi, KPU lGbupa.ten

Mamuju Tengah:

a) melakukan penelitian administrasi calon

anggota PPK dan PPS dengan meneliti

kelengkapan dokumen persyaratan calon

anggota PPK dan PPS paling lama 3 {tiga} hari

setelah masa pendaftaran berakhir; dan

b) mengumumkan hasil penelitian administrasi di

tempat yang mudah diakses publik paling lama

2 (dua) hari setelah penelitian administrasi

berakhir dan untuk mendapa.tkan tanggapan

masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat
1). KPU Kabupa.ten Mamuju Tengah menerima

masukan dan tanggapan terhadap seleksi

anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil
penelitian administrasi sampai dengan "r"t
berakhirnya masa pengumuman scleksi tertulis;

2). Masukan dan tangapan sebagaimana dimaksud
pada angka l) dibuat s€cara tertulis dan

dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda

knduduk Elektronik;

31. KPU Kabupater Mamuju Tengah meranglcum



masukan dan tanggapan maqrarakat untuk

dilakukan klarifikasi pada saat seleksi

$'awancara.

C. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan derrgan kctealtuan:

1. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS

dilakukan dengan menggunakan sAalcm leowensional ( T*
fefidis )- Dengan jumlah soal Sebanyak l@ (Seratua) butir

2. Seleksi tertulis untuk calon angota PPK dan PPS

dilaksanal<a.n I (Satu| hari setelah pengumuman hasil

penelitian administrasi berakhir;

3. Jika calon perrda-ftar PPK dan PPS tidak mencukupi dari dua

kali jumlah yang butuhan maka dilakukan perpanjangan

s€lama dua hari.

4. Dalam pelaksanaan seleksi tertulie KPU lkbupa.ten Mamuju

Tengah menyiapkan materi seleksi tertulis, yang mencakup:

a. Pancasila dan UUD 1945

b. Pengetahuan tentang Pemilu meliputi :

l) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;

2) Penetitian sryarat dukungan paslon perseorangan;

3) Telcnis p"mungutan auara;

4) Fenglritungan perolehan ouara; dan

5) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

6) Data pemilih

7) pengetahuan kepemiluan lainnya ; dan

c. Fengetahuan kewitrayahan

5. Penetapan hasil pemerikllaan tes tertulis menetapakan

paling banyak l0 (Sepuluh) Orang calon anggota PPK dan 6

{Enam} Orang Calon angota PPS

6. Dalam hal terdapa.t lebih dari I (Satu) onang peserta seleksi

tes tertulis msrniliki nilai sama, penentuan urutan peringkat

terkecil ditentukan berdasarkan durasi waktu tersingkat

dalam mengerjakan soal.



7. Untuk memenuhi Asas Mandiri dan Asas Keterbukaan,

dapat dilakukan pra pcmeriksaan terhadap hasil ujian
peserta seleksi

8. Femeriksaan hasil ujian tertulis dilaksanakan secs'ra lesrni

sesuaijadwal.

9. Peserta hadir Paling lambat l5 (lima belas menit! sebelum

dimutrainya tes;

10. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah

diakses (tarDan (urcb) dan Mdia Sosial KPU l(abupaten

Manuju Tengah) selama 3 (Tiga) hari;

D. Seleksi Wawencara

KPU lhbupa.ten Mamuju Tengah melakukan seleksi wawancara

dengan ketentuan:

l. Seleksi wawancara dilaksanakan paling lama 3 (Tiga| hari.

2. Materi seleksi wawancara oleh KPU Kabupaten Mamuju

Tengah mencakup:

a. Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;

b. Pengetahuart tentang Pemilu, yang mencakup Tugas,

Wewenang dan Km,ajiban PPK dan PPS, Fenelitian

Syarat dukungan Paeangan Calon, Teknis Pemungutan

Suara, Penglitungan Perolehan Suara dan Rekafitulasi

Fenghitungan Ferolehan Suara

c. Klarifikasi tanggapan masyarakat-

E. Perrgumuman Hesil Seleksi

Dalam melakeanakan pergumuman hasil seleksi, KPU Kabupa.ten

Mamuju Tengah:

l. Mengurutkan peringkat calon angota PPK dan PPS

berdasarl€n hasil seleksi wawancBia;

2. Menetapkan Angpta PPK dan PPS berdasarkan urutan
peringkat teratas;

3. Meargumumkan hasrll seleksi calon Anggota PPK dan PPS

terpilih selama 7 (tujuh) hari.
F. Tanggapan Masyarakat

l. KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima masukan dan



tanggapan masyarakat tcrhadap calon anggota PPK dan PPS

terpilih oelama 7 (tujuh) hari setelah beraktrirnya maea

pengumuman hasil seleksi;

2. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka

l) dibuat $cara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi lGrtu
Tanda Penduduk Elektronik;

3. KPU Kabupaten Mamuju Tengah merangkum masuksn dan

tanggapan masyarakat,r.r1rp clilakukan kLarifikasi.

G. Dokumen

Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka

sebagaimana tercantum dalam lanpban II Keputusan ini.

H. Penetapa.n Anggota PPK dan PPS

KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan 5 orang Keputusan

KPU Ihbupaterr Mamuju Tengah tentang pembentukan PPK dan

PPS dalam Pemilihan Bupa.ti dan Wakil Bupati dengan

menggunakan format Keputusan pembentukan PPK dan PPS

sebagaimana tercantum dalam

Ia mpiran Itr Keputuean ini

l. Dalam pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamuju Tengah memperhatikan 30el" (tiga puluh persenf

keterwalcilan percmpuan;

2. Apabila terjadi pernberhentian anggota PPS, PPK melaporkan

kepada KPU lGbupaten Mamuju Tengah



3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen SekretariatPPK:

Kclanglepoa llolnrucn
a. tidak pernah dija

sanksi disiplin pegawai;

b. independer dan tidak

berpihak;

Dokumen yang berupa. Surat Pernyataan dibuat dal,am satu lembar

dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupa.ten

Pasangkayu sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:

a. I (satu) rangkap asli; dan

B Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS,

dengan ketentuan:

t Selcetariat PPfi dipimpin oleh seorang Sekr,etaris PPS yang berasal

dari pegawai kelurahan / desa;

2 Sekrctaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;

Masa tugas Selretariat PPS pada Pemilihan Umum diangkat

kembali untuk Selaetariat PPSI pada Femilihan Bupati dan Wakil

Bupa.ti;

Hak dan kewajiban Keuangan Sekretariat PPS untuk Femilihan

Bupa.ti dan Walol Bupati diatur dan dikelola sesuai dengan

ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

I

4

Surat Pemyataan tidak pernalr

dijatuhi sanksi dieiplin pegawai.

Surat Pernyataan independen

tidak berpihak.

dan

c. sehat jasmani dan

rohani; dan

surat Keterangan

Puskesmas Atau

eetempat.

kesehatan

Rumah

dari

sakil

Surat Keputusan tentang pangkat dan

golongan yang bersangkutan."digaris

d. mempunyai

dan golongan

rendah IIlb.

pangkat

pding

Syant S.Lrot.rlst PPE

b. I (satu) rangkap salinan



A

BAB IV

KESEKRETARIATAN

Sekr,etariat PPK

Dalam melaksanakan tugaonya, PPK dibantu Seloetariat yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang

memenuhi persyaratan.

l. Pembentukan Sekretariat PPK

c. Staf Selcetariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari

Pemerintah Daerah;

d. Hak dan kewajiban Keuangan Sekretariat PPK dapat diatur

dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.

2 Tahapan pembentukan Selcetariat PPK meliputi:

a. dalam mengusulkan Selretaris dan staf Sekretariat PPK,

KPU Kabupaten Mamuju Tengah berkonsultasi dengan

Selcetaris Daerah l(abupaGn Mamuju Tengah;

b. KPU lhbupaten Mamuju Tengah mengusulkan 3 (tiga)

nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf

Sekretariat PPK kepada Bupa.ti Mamuju Tengah;

c. Bupati Mamuju Trengah memilih dan menetapkan I (satu)

nama sebagai Selrretaris PPK dan 2 (dua) narna sebagai staf

Sekretariat PPK;

d. Selaetaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Ma-ruju TengPh.

e. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mrrmuju

Tengah menetapkan keputusan tentang Femberian

Honorarium Sekreariat PPK dan PPS.

a. KPU lhbupa.ten Mamuju Tengah mengusulkan 3 (tiga)

nama calon Seloetaris PPK kepada Bupati Mamuju Tengah

untuk selanjuhya dipilih dan ditetapkan I (satul nama

sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupa.ti Mamuju

Tengah;

b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;



5 Tahapan Fembentukan Selaetariat PPS adalah sebagai berikut:

a. KPU lGbupaten Mamuju Tengah meminta kepada kepala

desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota

SeloetariatPPS;

b. Sekretarie dan etaf Sckretariat PPS dipilih dan

dit€tapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Stkretariat PPSi:6

b. independen

berpihak;

dan tidak

Syrr.t S.Lnt.rld PPS Ecloa3lepa Dolunon
a. tidak pemah dijatuhi sanksi

disiplin pegawai;

Surat pemyataan tidak pernalr

dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

Surat pernyataan independen

dan tidak berpihak.

c. sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan kesehatan dari
puskesmas atau rumah sakit

setempat. *digaris

Dokumen yang berupa. Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar

dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.



BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Telmis ini dibuat untuk menjadi Pedoman Komisi Pemilihan Umum

lhbupaten Mamuju Tengah dalam Fembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Panitia Femungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupa.ti Mamuju Tengah Tahun 202O.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Topoyo

: lOJanuari2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

TASRUL

ud

Salinan sesuai dengan aslinya
SE AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUJU
n Hukum

*

aSu


